
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 116 TAHUN 2017 

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

M enim bang : a. bahw a u n tu k  m elaksanakan  k e ten tu an  Pasal 32

ay a t (2) P era tu ran  M enteri D alam  Negeri Nomor 111 

T ahun  2014 ten tang  Pedom an Teknis P era tu ran  di 

D esa, se rta  dalam  rangka  keseragam an  dan  tertib 

adm in istras i pem ben tukan  p roduk  h u k u m  di Desa, 

perlu  pedom an dalam  P enyusunan  Produk H ukum  di 

D esa secara  terencana, te rpadu , d an  sistem atis; 

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 

d im aksud  dalam  h u ru f  a, perlu  m em ben tuk  P eratu ran  

B upati ten tang  Pedom an P enyusunan  Produk H ukum  

di Desa;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 13 T ah u n  1950 ten tang

P em bentukan  D aerah -daerah  K abupaten  dalam  

Lingkungan Provinsi Jaw a  Tengah;

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em ben tukan  P era tu ran  P erundang-undangan  

(Lem baran Negara R epublik Indonesia  T ahun  2011 

Nomor 82, T am bahan  L em baran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5234);



3. U ndang-U ndang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 

Nomor 7, T am bahan Lem baran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

4. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tang  

Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun 2014 Nomor 24, T am bahan  

L em baran Negara Nomor 5587), sebagaim ana telah

diubah beberapakali te rakh ir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 T ahun 2015 ten tang  P erubahan  K edua a ta s

U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 ten tang  

Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun 2015 Nomor 58, T am bahan  

Lem baran Negara R epub lik  In d o n e s ia  Nomor 5679);

5. Peraturan  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 

ten tang  Peratu ran  Pelaksanaan U ndang-U ndang 

Nomor 6 T ahun 2014 ten tang  Desa (Lem baran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaim ana telah d iubah  dengan 

Peraturan  Pem erintah Nomor 47 T ahun  2015 

ten tang  Perubahan  a ta s  P eratu ran  Pem erintah 

Nomor 43 Tahun 2014 ten tang  P era tu ran  P elaksanaan  

U ndang-U ndang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  T ahun  2015 

Nomor 157, T am bahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 57 17);

6. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

T ahun 2014 ten tang  Pedom an Teknis P era tu ran  di

Desa;

7. Peratu ran  D aerah K abupaten K aranganyar Nomor 8 

T ahun 2015 ten tang  P e ra tu ran  di D esa (Lem baran 

D aerah K abupaten K aranganyar T ahun 2015 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 33);



MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan  Bupati ini yang d im aksud  dengan :

1. Daerah adalah  K abupaten K aranganyar.

2. Pem erintah D aerah adalah  Kepala D aerah sebagai 

u n su r  penyelenggara Pem erin tahan D aerah yang 

m em impin pelaksanaan  u ru san  pem erin tahan  yang 

m enjadi kew enangan Daerah otonom.

3. Pem erintahan Daerah adalah  penyelenggaraan u ru sa n  

pem erin tahan oleh Pem erintah D aerah dan  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah yang m enyelenggarakan 

u ru san  Pem erintahan m enuru t a sa s  otonom i dan  tugas 

pem ban tuan  dengan prinsip  otonomi se luas-luasnya  

dalam  sistem  dan  prinsip Negara K esatuan  

Republik Indonesia sebagaim ana d im aksud  dalam  

U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia 

T ahun 1945.

4. Bupati adalah  Bupati Karanganyar.

5. C am at adalah  C am at di wilayah K abupaten 

Karanganyar.

6. Desa adalah  kesatuan  m asyarakat h u k u m  yang 

memiliki ba ta s  wilayah yang berw enang u n tu k  

m engatur dan m engurus u ru sa n  Pem erin tahan , 

kepentingan m asyarakat setem pat b e rd asa rk an  

p rak a rsa  m asyarakat, hak  asal u su l, d a n /a ta u  hak  

tradisional yang d iakui dan d ihorm ati dalam  sistem  

Pem erintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.

7. Pem erintahan Desa adalah  penyelenggaraan u ru sa n  

pem erin tahan  dan kepentingan m asyarakat se tem pat 

dalam  sistem  Pem erintahan Negara K esatuan  Republik 

Indonesia.



8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu

Perangkat Desa sebagai u n su r  penyelenggara

Pem erintahan Desa.

0. Kepala Desa adalah  Kepala D esa di K abupaten

Karangan yar.

10. Badan Perm usyaw aratan Desa yang se lan ju tnya  

d isingkat BPD adalah  lem baga yang m elaksanakan  

fungsi Pem erintahan yang anggotanya m erupakan  wakil 

dari penduduk  Desa berdasarkan  keterw akilan wilayah 

dan  d ite tapkan  secara dem okratis.

1 1. Peraturan  Desa adalah  Peraturan  Perundang-undangan

yang d ite tapkan  oleh Kepala D esa setelah d ib ah as dan  

disepakati bersam a BPD.

12. M usyaw arah Desa adalah  m usyaw arah  a n ta ra  BPD, 

Pem erintah Desa, dan u n su r  m asyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD u n tu k  m enyepakati hal yang 

bersifat strategis.

13. M asyarakat Desa adalah  penduduk  yang bertem pat 

tinggal di Desa yang d ibuktikan  dengan Kartu T anda 

Penduduk.

14. Peratu ran  Kepala Desa adalah  Peratu ran  yang 

d ite tapkan  oleh kepala Desa yang bersifat m engatur.

15. Peraturan  Bersam a Kepala Desa adalah  P eratu ran  

P eru n d an g an -u n d an g an  yang d ite tapkan  oleh 2 (dua) 

a tau  lebih kepala Desa d a lam  ra n g k a  k e rja  s a m a  

a n ta r  D esa.

16. K eputusan Kepala Desa adalah  Penetapan yang bersifat 

konkrit, individual, dan  final.

17. K eputusan BPD adalah  K eputusan Pim pinan BPD 

secara  kolektif yang bersifat konkrit dan  final u n tu k  

m em utuskan  a tau  m enen tukan  sikap dalam  rangka  

m enunjang  kelancaran  penyeleggaraan Pem erin tahan 

D esa sesuai kew enangan, tugas, dan fungsinya.



18. Evaluasi adalah  pengkajian dan  penilaian te rh ad ap  

rancangan Peraturan  Desa u n tu k  m engetahui 

berten tangan  dengan kepentingan um um  d a n /a ta u  

P eratu ran  Perundang-undangan  yang lebih tinggi.

19. Pengundangan adalah penem patan  Peratu ran  di Desa 

dalam  lem baran Desa a tau  berita Desa.

20. Klarifikasi adalah  pengkajian dan  penilaian 

terhadap  Peraturan  di Desa u n tu k  m engetahui 

bertentangan dengan kepentingan um um  d a n /a ta u  

P eraturan  Perundang-undangan  yang lebih tinggi.

21. B ertentangan dengan Kepentingan Um um  adalah  

kebijakan yang m enyebabkan terganggunya a n ta ra  

kerukunan  warga m asyarakat, terganggunya akses 

terhadap  pelayanan publik, terganggunya ke ten tram an  

dan ketertiban um um , terganggunya kegiatan ekonom i 

u n tu k  m eningkatkan  kesejah teraan  m asyarakat 

d a n /a ta u  diskrim inasi te rhadap  suku , agam a dan  

kepercayaan, ras a n ta r  golongan dan gender.

22. Anggaran Pendapatan  dan  Belanja D esa yang 

se lan ju tnya  disingkat APBDes adalah  rencana  

keuangan tah u n a n  Pem erintahan Desa.

BAB II

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu 

Perencanaan

Pasal 2

(1) Pem erintah Desa bersam a-sam a dengan BPD m enyusun  

perencanaan Rancangan Peratu ran  Desa yang 

d itetapkan dalam  Rencana Kerja Pem erintah Desa setiap 

tahun .

(2) T atacara  penyusunan  Rencana Kerja Pem erintah Desa 

seperti d im aksud pada ayat (1) d ilaksanakan  sesuai 

keten tuan  Peraturan  P erundang-undangan  yang 

berlaku.



Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan  Desa oleh Kepala D esa

Pasal 3

(1) Kepala Desa m em bentuk Tim P enyusunan  R ancangan 

Peraturan  Desa yang d iketuai oleh Sekretaris D esa dan  

beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang dan  salah

satunya adalah kepala seksi yang membidangi

su b stan si Rancangan Peraturan  Desa.

(2) Tim Penyusun Rancangan Peratu ran  Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), d ite tapkan  dengan K eputusan  

Kepala Desa.

(3) Tim Penyusun Rancangan Peratu ran  Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), m em punyai tugas sebagai 

berikut :

a. m enyusun daftar inventarisasi perm asalahan  terkait

substansi Rancangan Peraturan  Desa;

b. m enyusun Rancangan Peraturan  Desa;

c. m enyelenggarakan koordinasi dan  rap a t yang 

d ibu tuhkan  dalam  penyusunan  Rancangan 

Peraturan Desa;

d. m enyelenggarakan so sia lisasi/konsu ltasi R ancangan 

Peraturan  Desa kepada m asyarakat;

e. m enyusun Nota Penjelasan Kepala Desa terhadap  

Rancangan Peraturan  Desa yang dikirim kepada 

BPD;

f. m elaporkan hasil pelaksanaan tugasnya  kepada

Kepala Desa.

(4) Rancangan Peratu ran  Desa yang telah d isu su n , 

wajib d ikonsu ltasikan  kepada M asyarakat D esa dan 

dapat d ikonsu ltasikan  kepada C am at u n tu k

m endapatkan  m asukan.



(5) Rancangan P eraturan  Desa yang d ikonsu ltasikan

sebagaim ana d im aksud pada ayat (4) d iu tam akan

kepada m asyarakat a tau  kelom pok m asyarakat 

yang terkait langsung dengan su b s tan si m ateri

pengaturan.

(6) M asukan dari M asyarakat Desa dan  C am at

sebagaim ana d im aksud pada ayat (4) d igunakan

Pem erintah Desa u n tu k  tindak lan ju t p roses

penyusunan  rancangan P eratu ran  Desa.

Pasal 4

(1) R ancangan Peraturan  Desa yang telah d ikonsu ltasikan  

sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 3, d isam paikan  

oleh Kepala Desa kepada BPD dengan d iserta i su ra t 

pengan tar dan Nota Penjelasan Rancangan P era tu ran  

Desa.

(2) T erhadap penyam paian R ancangan P era tu ran  Desa

sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) d ilakukan

pem bahasan  oleh BPD dengan m engundang Kepala 

Desa u n tu k  disepakati bersam a.

(3) Rancangan Peraturan  Desa yang telah  d isepakati 

bersam a disam paikan oleh Pim pinan BPD kepada 

Kepala Desa un tuk  d ite tapkan  m enjadi P era tu ran  D esa 

paling lam bat 7 (tujuh) hari te rh itung  sejak tanggal 

kesepakatan .

(4) K esepakatan sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (3) 

d ituangkan  dalam  Berita Acara.

(5) Rancangan Peraturan  Desa sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (3) wajib d ite tapkan  oleh Kepala D esa dengan 

m em bubuhkan  tan d a  tangan paling lam bat 15 (lima 

belas) hari terh itung  sejak d iterim anya R ancangan 

P eraturan  Desa dari Pim pinan BPD.

(6) Peraturan  Desa d inyatakan  m ulai berlaku dan  

m em punyai kekuatan  hukum  yang m engikat sejak 

d iundangkan  dalam  Lem baran Desa oleh Sekretaris

Desa.



(7) P eraturan  Desa yang telah d iundangkan  sebagaim ana

dim aksud pada ayat (b) d isam paikan  kepada  Bupati

sebagai bahan  pem binaan dan  pengaw asan paling 

lam bat 7 (tujuh) hari setelah d iundangkan .

(8) D ikecualikan dari ke ten tuan  sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (3) dan  ayat (5) bagi R ancangan 

P eraturan  Desa ten tang  APBDes, yang wajib dievaluasi 

oleh Bupati sesuai ke ten tuan  P eraturan  Perundang- 

undangan.

Pasal 5

(1) Dalam hal m ateri m uatan  Rancangan Peratu ran  

Desa tidak sesuai dengan ke ten tuan  P era tu ran  

Perundang-undangan  yang lebih tinggi, kesusilaan  

d a n /a ta u  kepentingan um um , Sekretaris D esa dapat 

m elakukan d a n /a ta u  m em inta d ilakukan p e ru b ah an  

d a n /a ta u  penyem purnaan  terhadap  rancangan  

P eraturan  Desa.

(2) Hasil perubahan  d a n /a ta u  penyem purnaan  R ancangan 

Peraturan  Desa sebagaim ana d im aksud  pada ayat (1) 

d isam paikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris

Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Peratu ran  Desa oleh BPD 

Pasal 6

(1) BPD dapat m enyusun dan m engusu lkan  R ancangan 

Peraturan  Desa.

(2) Rancangan Peraturan  Desa yang d iusu lkan  oleh BPD 

adalah  Rancangan Peraturan  Desa yang su d ah  m asuk  

dalam  Rencana Kerja Pem erintah Desa (RKPDes) dan 

m erupakan  inisiatif BPD.

(3) Rancangan Peraturan  Desa yang d isu su n  a tau  

d iusu lkan  sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), kecuali 

u n tu k  :

a. Rancangan Peraturan  Desa ten tang  R encana 

Pem bangunan Jan g k a  M enengah Desa;



b. Rancangan Peraturan  Desa ten tang  R encana Kerja

Pem erintah Desa;

c. Rancangan Peraturan  Desa ten tang  APBDes; dan

d. Rancangan Peraturan  Desa ten tang  Laporan 

Pertanggungjaw aban Realisasi Pelaksanaan APBDes.

(4) Rancangan Peraturan  Desa sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (1) dapat d iusu lkan  oleh anggota BPD kepada 

Pim pinan BPD u n tu k  d ite tapkan  sebagai R ancangan 

Peraturan Desa u su lan  BPD.

(5) Rancangan Peraturan  Desa yang telah d isu su n  

sebagaim ana d im aksud pada ayat (4), wajib 

d ikonsu ltasikan  kepada M asyarakat Desa dan  dapat 

d ikonsu ltasikan  kepada C am at u n tu k  m endapatkan

m asukan .

(6) Rancangan P eraturan  Desa yang d ikonsu ltasikan  

sebagaim ana d im aksud pada ayat (5) d iu tam akan  

kepada m asyarakat a tau  kelompok m asyarakat yang 

terkait langsung dengan su b s tan si m ateri pengatu ran .

(7) M asukan dari M asyarakat Desa dan C am at 

sebagaim ana d im aksud pada ayat (5), d igunakan  BPD 

un tuk  tindak lan ju t proses penyusunan  R ancangan 

Peraturan  Desa usu lan  inisiatif BPD.

(8) Rancangan Peraturan  Desa yang telah d ikonsu ltasikan  

sebagaim ana d im aksud pada ayat (5), d isam paikan  oleh 

Pim pinan BPD kepada Kepala Desa u n tu k  d ib ah as dan  

disepakati bersam a dengan disertai su ra t pengan tar 

dan nota penjelasan Rancangan Peraturan  Desa.

Bagian Ketiga

Pem bahasan Rancangan Peratu ran  Desa 

Pasal 7

(1) BPD h a ru s  m elakukan pem bahasan  R ancangan 

Peraturan  Desa paling lam bat 7 (tujuh) hari kerja  sejak 

su ra t perm ohonan persetu juan  dari Kepala Desa 

diterima.

(2) BPD m engundang Kepala Desa u n tu k  m em bahas dan  

m enyepakati Rancangan Peraturan  Desa.



(3) Kepala Desa a tau  Ketua BPD dalam  hal R ancangan 

Peraturan  Desa adalah  inisiatif BPD, m enyam paikan 

penjelasan terhadap  Rancangan Peraturan  Desa dalam  

rapat paripurna  BPD u n tu k  mengawali m usyaw arah  

pem bahasan  Rancangan Peraturan  Desa.

(4) Dalam hal terdapat Rancangan P eratu ran  Desa 

p rakarsa  Pem erintah Desa dan  usu lan  BPD m engenai

hal yang sam a u n tu k  d ibahas dalam  waktu

pem bahasan  yang sam a, m aka d idahu lukan  R ancangan 

Peraturan  Desa usu lan  BPD sedangkan R ancangan 

Peraturan  Desa usu lan  Kepala Desa d igunakan  sebagai 

bahan u n tu k  dipersandingkan.

(5) M usyawarah BPD dalam  pem bahasan  R ancangan

Peraturan  Desa dipim pin oleh Pim pinan BPD.

(6j M usyawarah B144 dalam  pem bahasan  Rancangan

Peraturan  Desa d inyatakan  sah  apab ila  dihadiri oleh 

paling sedikit 2 /3  (dua pertiga) dari jum lah  anggota 

BPD.

(7) Pengambilan kepu tu san  dalam  pem bahasan  R ancangan 

Peraturan  Desa d ilakukan dengan ca ra  m usyaw arah

guna m encapai m ufakat.

(8) Hasil m usyaw arah BPD d ite tapkan  dengan K eputusan  

BPD dan dilam piri notulen m usyaw arah  yang d ibuat

oleh Sekretaris BPD.

(9) K esepakatan bersam a a n ta ra  BPD dan Kepala Desa 

dalam  pem bahasan  Rancangan P eratu ran  Desa 

dituangkan dalam  S urat Persetu juan  B ersam a yang 

d itandan tangan i bersam a oleh Pim pinan BPD dan

Kepala Desa.

(10) Tata cara  pem bahasan  Rancangan P eratu ran  D esa di 

BPD d ia tu r lebih lanjut dengan Peraturan  Tata Tertib

BPD.

Pasal 8

(1) Rancangan Peratu ran  Desa yang belum  d ib ah as  dapat 

ditarik kembali oleh p engusu l/pem rakarsa .

(2) Rancangan Peraturan  Desa yang telah d ibahas tidak 

dapat ditarik  kembali, kecuali a ta s  kesepakatan  

bersam a an ta ra  Pem erintah Desa dan BPD.



(3) Penarikan kembali Rancangan P era tu ran  Desa 

sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) oleh Kepala Desa, 

d isam paikan dengan su ra t Kepala Desa disertai a lasan  

penarikan.

(4) Penarikan kembali Rancangan P era tu ran  Desa 

sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) oleh BPD, 

d isam paikan dengan su ra t BPD diserta i a la san

penarikan.

(5) Rancangan Peratu ran  Desa yang d itarik  kem bali tidak  

dapat d iajukan lagi pada m asa  sidang yang sam a.

Bagian Keempat 

Penetapan

Pasal 9

(1) Rancangan Peratu ran  Desa yang telah d isepakati 

bersam a disam paikan oleh Pim pinan BPD kepada 

Kepala Desa u n tu k  d ite tapkan  m enjadi P era tu ran  Desa 

paling lam bat 7 (tujuh) hari te rh itung  sejak  tanggal 

kesepakatan .

(2) K esepakatan sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 

d ituangkan dalam  berita acara.

(3) Rancangan Peraturan  Desa sebagaim ana d im aksud  

pada ayat (1), wajib d ite tapkan  oleh Kepala Desa 

dengan m em bubuhkan  tanda  tangan  paling lam bat 15 

(lima belas) hari terh itung  sejak diterim anya R ancangan 

Peraturan  Desa dari Pim pinan BPD, kecuali R ancangan 

Peraturan Desa yang wajib dievaluasi terlebih dahu lu .

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 10

(1) Rancangan Peraturan  Desa yang telah d ibubuh i 

tanda  tangan, d isam paikan kepada Sekretaris Desa 

u n tu k  d iundangkan .



(2) Dalam hal Kepala Desa tidak m enandatangan i 

Rancangan Peraturan  Desa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 9 ayat (3), Peraturan  D esa te rseb u t wajib 

d iundangkan  dalam  Lem baran Desa dan  sah  m enjadi

P eratu ran  Desa.

(3) Sekretaris Desa m engundangkan P eraturan  D esa dalam  

Lem baran Desa.

(4) Peratu ran  Desa d inyatakan  mulai berlaku dan 

m em punyai kekuatan  hukum  yang m engikat sejak 

d iundangkan .

(5) Pem erintah Desa wajib m enyam paikan P era tu ran  Desa 

yang telah d iundangkan  sebagaim ana d im aksud  p ada  

ayat (4) kepada Bupati sebagai bahan  pem binaan  dan 

pengaw asan, paling lam bat 7 (tujuh) hari setelah 

d iundangkan.

Bagian Keenam

Penyebarluasan dan  Sosialisasi P eraturan  Desa

Pasal 11

(1) Penyebarluasan Peraturan  Desa d ilakukan  oleh 

Pem erintah Desa dan BPD sejak penetapan  rencana  

penyusunan  R ancangan P eraturan  Desa, pem bahasan  

Rancangan Peraturan  Desa, hingga pengundangan  

Peraturan  Desa.

(2) Penyebarluasan sebagaim ana d im aksud p ada  ayat (1), 

d ilakukan u n tu k  m em berikan inform asi d a n /a ta u  

mem peroleh m asukan  m asyarakat dan p ara  pem angku

kepentingan.

(3) Penyebarluasan sebagaim ana d im aksud  p ada  ayat (1), 

melalui :

a. Ditempel pada papan  pengum um an Pem erintah 

Desa d a n /a ta u  papan pengum um an pada 

dusun/R W /R T ;

b. kegiatan sosialisasi k e ten tu an  P era tu ran

Perundang-undangan tingkat desa;

c. penerbitan  buku Lem baran D esa dan  B erita  Desa,

d. penerbitan leaflet\



e. forum pertemuan di Desa dan/atau  Dusun

d a n /a ta u  RT/RW;

f. Radio Kom unitas Desa.

BAB III

TIM EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu 

Evaluasi

Pasal 12

(1) Evaluasi Rancangan Peraturan  Desa oleh B upati

didelegasikan kepada Camat.

(2) Cam at dalam  m elaksanakan  evaluasi sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), m em bentuk Tim Evaluasi.

(3) Tim Evaluasi R ancangan P eraturan  Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (2), terdiri dari :

a. Cam at sebagai pengarah;

b. Sekretaris C am at sebagai ketua;

c. Kepala Seksi terkait dan anggota Ja rin g an  

Penyusunan Produk Hukum  Daerah di K ecam atan 

sebagai anggota.

(4) Hasil evaluasi Rancangan P eratu ran  D esa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1) d iserahkan  oleh C a m a t 

k e p a d a  P e m e rin ta h  D esa  paling lam a 20 (dua puluh) 

hari terh itung  sejak diterim anya Rancangan P eratu ran  

Desa tersebut.

(5) Dalam hal C am at tidak m em berikan hasil evaluasi 

te rhadap  rancangan P eraturan  Desa sam pai p ad a  b a ta s  

w aktu sebagaim ana d im aksud  pada ayat (4), P era tu ran  

Desa tersebu t d inyatakan  berlaku.

(6) Dalam hal C am at telah m em berikan hasil evaluasi 

sebagaim ana d im aksud pada ayat (4), Kepala Desa 

wajib m enyesuaikan Rancangan Peraturan  Desa dengan 

hasil evaluasi.



(7] Dalam m elakukan evaluasi, Tim Evaluasi m elakukan 

kajian dan pencerm atan hal-hal sebagai berikut :

a. aspek adm inistrasi, meliputi identifikasi kelengkapan 

da ta  dan informasi yang disajikan dalam  Peratu ran

Desa;

b. aspek  legalitas, meliputi identifikasi pera tu ran  

perundang-undangan yang m elandasi penyusunan  

Peraturan Desa;

c. aspek kebijakan, m eliputi identifikasi korelasi dan 

konsistensi substansi dan  m ateri yang term uat 

dalam  Peraturan Desa;

d. aspek s tru k tu r Peraturan Desa, m eliputi identifikasi 

keserasian an ta ra  kebijakan Desa dengan kebijakan 

Daerah, keserasian an ta ra  kepentingan publik 

dengan kepentingan apara tu r, serta  m eneliti 

kesesuaian Peraturan Desa dengan P eraturan  

Perundang-undangan yang lebih tinggi d a n /a ta u  

Peraturan Desa lainnya yang telah d itetapkan.

Pasal 13

(1) Hasil kajian dan pencerm atan sebagaim ana d im aksud 

dalam  Pasal 12 ayat (7) d ibahas oleh Tim, kem udian 

dituangkan dalam  Berita Acara yang selanju tnya 

dituangkan dalam  K eputusan Cam at ten tang  Hasil

Evaluasi.

(2) B erdasarkan Berita Acara sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1), Cam at m enetapkan K eputusan C am at ten tang  

Hasil Evaluasi.

(3) K eputusan Cam at yang telah d itetapkan d isam paikan 

kepada Kepala Desa dengan tem busan BPD, kepada :

a. Bupati Karanganyar;

b. Kepala Dinas Pem berdayaan M asyarakat dan  Desa;

c. Kepala Bagian Pem erintahan Desa Sekretariat 

Daerah;

d. BPD.



Pasal 14

(1) Kepala Desa m em perbaiki R ancangan P eratu ran  Desa 

sebagaim ana dim aksud dalam  Pasal 12 ayat (5) paling 

lam a 20 (dua puluh) hari terh itung  sejak d iterim anya

hasil evaluasi.

(2) Kepala Desa dapat m engundang BPD u n tu k  

m em perbaiki Rancangan Peraturan  Desa sebagaim ana 

d im aksud  pada ayat (1), apabila  :

a. terdapat perubahan  su b s ta n s i yang sangat 

m endasar te rhadap  R ancangan P eratu ran  Desa;

b. terdapat perubahan  n ila i/ta rif  yang berbeda dari

yang d ibahas bersam a dengan BPD.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Desa tidak m enindaklan ju ti hasil 

evaluasi sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 13 ayat (1) 

dan m enetapkan Rancangan P era tu ran  D esa m enjadi 

P eraturan  Desa, Bupati m em batalkan  P eratu ran  Desa 

dengan K eputusan Bupati.

Bagian Kedua 

Klarifikasi

Pasal 16

( 1) Peraturan  Desa yang telah d iundangkan  oleh Sekretaris 

Desa sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 10 ayat (3) 

d isam paikan oleh Kepala Desa kepada B upati paling 

lam bat 7 (tujuh) hari sejak d iundangkan  u n tu k  

diklarifikasi.

(2) Bupati m elakukan klarifikasi P eraturan  D esa paling 

lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak diterim a.

(3) Hasil klarifikasi d isam paikan Bupati kepada  Kepala

Desa.

(4) Dalam hal Bupati tidak  m elakukan klarifikasi a ta u  

pe lak san aan  k larifikasi m elebihi k e te n tu a n  b a ta s  

w aktu  sebaga im ana  d im ak su d  p ad a  ay a t (2), m ak a  

Peraturan Desa te rsebu t tetap berlaku.



(5) Bupati dalam  m elakukan klarifikasi sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (2) dapat m em bentuk  Tim 

Klarifikasi Rancangan Peratu ran  Desa.

(6) Dalam m elakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi 

m elakukan kajian dan pencerm atan m elalui rapa t 

koordinasi, meliputi :

a. kesesuaian  dengan hasil evaluasi dari Bupati m elalui 

Cam at d a n /a ta u  hasil konsultasi; dan

b. kesesuaian dengan keten tuan  Peraturan  

Perundang- u ndangan .

(7) Bupati m enyam paikan hasil kajian dan pencerm atan  

sebagaim ana dim aksud pada ayat (6) secara  tertu lis 

kepada Kepala Desa, dengan tem busan kepada :

a. Kepala Dinas Pem berdayaan M asyarakat dan  Desa;

1). Kepala Bagian Pem erintahan Desa Sekretariat 

Daerah;

c. Kepala Bagian Hukum  Sekretariat Daerah;

d. Camat;

e. BPD.

(8) Bupati dapat m em batalkan Peraturan  Desa a tau  

Peraturan Kepala Desa baik sebagian a tau  seluruhnya, 

apabila berdasarkan hasil klarifikasi d item ukan hal-hal 

sebagai berikut :

a. tidak d ilaksanakan hasil evaluasi dari C am at tanpa  

a lasan  yang dapat dipertanggungjaw abkan;

b. Peraturan Desa dan Peraturan  Kepala Desa

bertentangan dengan keten tuan  P eratu ran  

Perundang-undangan; d a n /a ta u

c. Peraturan Desa dan  Peraturan  Kepala Desa

bertentangan dengan kepentingan um um .

(9) Pem batalan Peraturan Desa dan Peraturan  Kepala Desa 

d itetapkan dengan K eputusan Bupati.

Pasal 17

(1) Hasil klarifikasi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 16 

ayat (1), berupa :

a. Tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan /a tau  ke ten tuan  P eratu ran

Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan



b. bertentangan dengan kepentingan um um  d a n /a ta u  

keten tuan  Peraturan P erundang-undangan  yang 

lebih tinggi.

(2) Hasil klarifikasi sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 

h u ru f  b, dapat be rupa  perubahan  a tau  pencabu tan  

P eraturan  Desa, dengan ben tuk  :

a. apabila perubahan , m aka hasil klarifikasi be rupa  

su ra t Bupati;

b. apabila pem batalan, m aka hasil klarifikasi berupa  

K eputusan  Bupati ten tang  Pem batalan P era tu ran

Desa.

(3) Dalam hal Bupati telah m em berikan hasil klarifikasi 

sebagaim ana d im aksud pada ayat (2), Pem erintah 

Desa wajib m enindaklanju ti hasil klarifikasi :

a. u n tu k  Peraturan  Desa ten tang  APBDes paling 

lam bat 2 (dua) bulan sejak hasil klarifikasi diterim a;

b. un tuk  Peraturan  Desa non APBDes paling lam bat 6 

(enam) bulan sejak hasil klarifikasi diterim a.

BAB IV

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu 

Perencanaan

Pasal 18

(1) Perencanaan penyusunan  R ancangan P era tu ran

Bersam a Kepala Desa d ite tapkan  bersam a oleh 2 (dua) 

Kepala Desa a tau  lebih dalam  rangka kerja  sam a  a n ta r  

Desa.

(2) Perencanaan penyusunan  R ancangan P era tu ran

Bersam a Kepala Desa sebagaim ana d im aksud  p ada  

ayat (1) d ite tapkan  setelah m endapatkan  rekom endasi

dari M usyawarah Desa.



Pasal 19

Penyusunan Rancangan P eraturan  B ersam a Kepala Desa

dilakukan oleh Kepala Desa pengusu l/pem rakarsa .

Pasal 20

(1) R ancangan Peraturan  B ersam a Kepala Desa yang telah 

d isu su n , wajib d ikonsu ltasikan  kepada m asyarakat 

Desa m asing-m asing dan  dapat d ikonsu ltasikan  

kepada cam at m asing-m asing u n tu k  m endapatkan  

m asukan .

(2) M asukan dari m asyarakat Desa dan  C am at 

sebagaim ana d im aksud p ada  ayat (1), d igunakan  

Kepala Desa u n tu k  tindak lan ju t proses pen y u su n an  

Rancangan P eraturan  B ersam a Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pem bahasan, Penetapan, dan  Pengundangan

Pasal 21

Pem bahasan R ancangan Peraturan  B ersam a Kepala Desa

dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa a tau  lebih.

Pasal 22

(1) Kepala Desa yang m elakukan kerja sam a an ta r-D esa  

m enetapkan Rancangan Peraturan  B ersam a Kepala 

Desa dengan m em bubuhkan tan d a  tangan  paling 

lam bat 7 (tujuh) hari terh itung  sejak tanggal d isepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersam a Kepala Desa yang telah 

dibubuhi tanda  tangan sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) d iundangkan dalam  B erita Desa oleh Sekretaris 

Desa m asing-m asing Desa.

(3) Peraturan  B ersam a Kepala D esa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), m ulai berlaku dan  m em punyai 

kekuatan  hukum  m engikat sejak tanggal d iundangkan  

dalam  Berita Desa pada m asing-m asing Desa.

B a g ia n  K e d u a

P e n y u s u n a n



Bagian Keempat

Penyebarluasan

Pasal 23

Peraturan  B ersam a Kepala D esa d isebarluaskan  kepada

M asyarakat Desa m asing-m asing.

B A B  V

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 24

(1) Penyusunan  Rancangan P eratu ran  Kepala Desa 

d ilakukan oleh Kepala Desa.

(2) Materi m uatan Peraturan Kepala Desa, meliputi m ateri 

pe laksanaan  Peraturan  Desa dan  ke ten tuan  P era tu ran  

Perundang-undangan  yang lebih tinggi.

(3) Rancangan Peraturan  Kepala Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), d iajukan kepada Kepala Desa 

melalui Sekretaris Desa.

Pasal 25

(1) Peraturan  Kepala Desa d iundangkan  dalam  Berita 

Desa oleh Sekretaris Desa.

(2) Peraturan  Kepala Desa m ulai berlaku dan  m em punyai 

kekuatan  hukum  m engikat sejak tanggal d iundangkan

dalam  Berita Desa.

(3) P eratu ran  Kepala Desa yang telah d itanda tangan i oleh 

Kepala Desa diberikan nomor berupa nom or u ru t bu lat 

dan  tah u n  pem buatan  oleh Sekretaris Desa.

BAB VI

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 26

(1) Penyusunan R ancangan K eputusan  Kepala D esa 

d ilakukan oleh Kepala Desa.



(2) Materi m uatan  K eputusan  Kepala Desa, 

m eliputi pe laksanaan  ke ten tu an  P era tu ran  

Perundang-undangan  yang lebih tinggi d a n /a ta u  

pelaksanaan  kew enangan Desa yang bersifat 

penetapan.

(3) Rancangan K eputusan Kepala Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), d iajukan kepada Kepala D esa 

melalui Sekretaris Desa oleh Perangkat D esa yang 

m em bidangi.

HAB VII

INSTRUMEN HUKUM LAIN DI DESA

Pasal 27

(1) Instrum en hukum  lain di Desa, a n ta ra  lain :

a. Instruksi Kepala Desa;

b. S ura t Edaran Kepala Desa;

c. Perjanjian.

(2) Instruksi Kepala Desa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f  a d ite tapkan  oleh Kepala Desa, 

m erupakan  perintah kepada ja ja ran  dalam  Pem erintah 

Desa u n tu k  m elaksanakan  sesua tu  hal.

(3) S ura t Edaran Kepala Desa sebagaim ana d im aksud  pada 

ayat (1) h u ru f b d ite tapkan  oleh Kepala D esa dan  

bersifat um um , dan dapat d iketahu i m asyaraka t luas.

(4) Perjanjian sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 

h u ru f  c, m erupakan  perikatan  te rhadap  su a tu  obyek 

dan m enim bulkan hak dan  kewajiban.

Pasal 28

(1) In struksi Kepala Desa dan  Perjanjian sebagaim ana 

d im aksud dalam  Pasal 27 ayat (1) h u ru f  a  dan  h u ru f  c, 

agar diagenda dalam  agenda k h u su s .

(2) S ura t Edaran Kepala Desa sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 27 ayat (1) h u ru f b, agar d iagenda dalam  

agenda su ra t keluar.

(3) K esepakatan dengan BPD agar d iagenda dalam  agenda 

Perjanjian.



BAB VIII

PEMBATALAN PRODUK HUKUM PERATURAN DI DESA

Pasal 29

(1) Bupati m em batalkan Peraturan  Desa, P eratu ran  

B ersam a Kepala Desa, a tau  P eratu ran  Kepala D esa 

baik sebagian a ta u  se luruhnya, apab ila  berdasarkan  

hasil klarifikasi d item ukan  hal-hal sebagai beriku t :

a. tidak d ilaksanakan  hasil evaluasi tan p a  a lasan  

yang dapat d ipertanggungjaw abkan;

b. P eraturan  Desa, Peraturan  Kepala Desa, dan

Peraturan  B ersam a Kepala Desa berten tangan  

dengan ke ten tuan  P eratu ran  P erundang-undangan ;

c. Peratu ran  Desa, P eraturan  Kepala Desa, dan

Peratu ran  B ersam a Kepala Desa berten tangan  

dengan kepentingan um um ; d a n /a ta u

d. Peratu ran  Desa yang wajib evaluasi, nam un  

d ite tapkan  tidak dim ohonkan evaluasi terlebih 

dahu lu  kepada Bupati.

(2) Pem batalan P eraturan  Desa, P eraturan  Kepala Desa, 

dan Peraturan  B ersam a Kepala D esa d ite tapkan  dengan 

K eputusan Bupati.

BAB IX

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN 

KEPUTUSAN BPD

Pasal 30

Kepala Desa dapat m enetapkan K eputusan Kepala Desa 

u n tu k  pelaksanaan  Peraturan  di Desa berd asark an  

Peraturan  P erundang-undangan  yang lebih tinggi d a n /a ta u  

dalam  rangka pelaksanaan  kew enangan D esa yang bersifat

penetapan.



Pasal 31

(1) Pim pinan BPD dapat m enetapkan  K eputusan  BPD 

secara  kolektif yang bersifat konkrit dan  final dalam  

rangka pelaksanaan  tugas dan fungsinya sesuai

ke w e n anga n n y a .

(2) Penom oran dan  agenda K eputusan BPD sebagaim ana 

dimaksud pada ayat (l) berada di sek re ta ria t BPD.

BAB X

TEKNIS PENYUSUNAN 

Pasal 32

Teknik penyusunan  Peratu ran  di Desa, K eputusan  Kepala 

Desa, dan K eputusan  BPD d ilak sanakan  sesua i dengan 

ke ten tuan  Peraturan  Per undang- undangan  yang m engatu r 

Pem bentukan P eraturan  Perundang-undangan .

BAB XI

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN 

PRODUK HUKUM DI DESA

Bagian Kesatu 

Pendokum entasian

Pasal 33

(1) Produk H ukum  Desa wajib d idokum entasikan  oleh

Sekretaris Desa.

(2) D okum entasi Produk Hukum  Desa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. dokum entasi P eraturan  Desa m enjadi 1 (satu) 

dengan Lem baran Desa;

b. dokum entasi P eraturan  Kepala Desa, te rm asuk  

Peraturan  Bersam a Kepala Desa m enjadi 1 (satu) 

dengan B erita Desa;

c. dokum entasi K eputusan Kepala Desa;

d. dokum entasi K eputusan BPD;

e. dokumentasi Perjanjian/Kesepakatan;

f. dokum entasi Instruksi Kepala Desa.



(3) D okum entasi Produk H ukum  D esa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), u n tu k  :

a. Peraturan  dengan nom or tunggal dan  tiap tah u n ;

b. K eputusan dengan diawali kode u ru sa n  dan  diikuti 

nom or u ru san , dan  tiap tahun .

(4) Kode u ru san  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

h u ru f  b, berpedom an p ada  ke ten tu an  P era tu ran  

Perundang-undangan .

Bagian Kedua 

Penyebarluasan

Pasal 34

(1] Pem erintah Desa wajib m enyebarluaskan  P era tu ran  

Desa, Peraturan  B ersam a Kepala Desa dan  P era tu ran  

Kepala Desa kepada M asyarakat Desa.

(2) Penyebarluasan Produk H ukum  di D esa sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), d ilak sanakan  oleh Sekretaris 

Desa kepada m asyarakat dan p ara  pem angku 

kepentingan.

BAB XII 

PENGAWASAN

Pasal 35

(1) Bupati m em bentuk  Tim Pengaw asan Produk H ukum

Desa.

(2) Tim sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), m elakukan  

pengaw asan ke Desa dan  M elaporkan hasil kepada  

Bupati.

BAB XIII 

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pem biayaan pem bentukan  Produk H ukum  di D esa

d ibebankan pada APBDes.



BAB XIV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 37

(1) Rancangan P eraturan  Desa yang tidak  d isam paikan  

kepada Bupati melalui C am at u n tu k  dievaluasi 

d ikenakan sanksi, sebagai berikut :

a. u n tu k  Rancangan P eraturan  Desa ten tang  APBDes 

d ikenakan sanksi berupa tidak  d iberikannya 

penghasilan tetap  Kepala Desa dan tun jangan  BPD 

pada tah u n  anggaran berkenaan;

b. u n tu k  Rancangan P eratu ran  Desa ten tang  

Pungutan , T ata Ruang, dan  O rganisasi Pem erintah 

Desa dikenai sanksi penundaan  penghasilan  tetap  

Kepala Desa dan tun jangan  BPD paling lam a 3 (tiga) 

bulan.

(2) P eraturan  Desa ten tang  APBDes, P ungu tan , T ata 

Ruang, dan  O rganisasi Pem erintah Desa yang tidak 

d isam paikan kepada Bupati u n tu k  dievaluasi, m aka 

P eraturan  Desa d ibata lkan  oleh B upati dan  dapat 

dikenai sanksi sesuai dengan ke ten tuan  P eratu ran  

Perundang-undangan.

(3) P eraturan  Desa yang tidak d isam paikan  kepada  Bupati 

u n tu k  diklarifikasi sesuai ba ta s  w aktu yang d iten tu k an , 

d ibatalkan  oleh Bupati.

(4) Dalam hal Kepala Desa tidak m enindaklan ju ti hasil 

evaluasi dan tetap  m engundangkan m enjadi P eratu ran  

Desa, Bupati m em batalkan Peratu ran  D esa dengan

K eputusan Bupati.

Pasal 38

(1) Bupati berdasarkan  laporan M asyarakat D esa dan  hasil 

laporan Tim Pengaw asan, m enetapkan  sanksi kepada

Desa.

(2) Sanksi sebagaim ana d im aksud p ada  ayat (1), 

d ite tapkan  dengan K eputusan Bupati.



BAB XV 

PENUTUP

Pasal 39

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal 

d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  

pengundangan  P era tu ran  B upati ini dengan 

penem patannya  dalam  B erita D aerah  K abupaten 

K aranganyar.

D itetapkan  di K aranganyar 

pada  tanggal 12 D esem ber 2017 

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

D iundangkan  di K aranganyar 
pada  tanggal 12 D esem ber 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 116

Salinan  sesua i dengan  aslinya
SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN KARANGANYAR 
Kepala Ba ' H ukum

ZULF ADIDH
NIP. 1975 )9903 1 009

ADIDH



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR 

NOMOR 116 TAHUN 2017 

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PRODUK 

HUKUM DI DESA.

BENTUK DAN SUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA

I. BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DI DESA 

A. PERATURAN DESA

(logo garuda em as)

KEPALA D E S A .....  (nama desa)

KECAMATAN .....KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN D E S A .....  (nama desa)

NOM OR.....TAHUN.......

TENTANG

.....  (nama peraturan desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA D E S A .....  (nama desa),

M enimbang : a. bahw a ..

b. bahw a .. —  >

c. bahw a .. ... d an  se terusnya;

M engingat : 1. .....>

2. ..... !

3. ..... d an  seterusnya;

D engan K esepakatan B ersam a

BADAN PERMUSYAWARATAN D E S A .....  (nama desa)

dan

KEPALA D E S A .....  (nama desa)



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG  (nama ju d u l peraturan

desa ditulis kembali dan diakhiri tanda baca titik (.)).

B A B  I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peratu ran  Desa ini yang d im aksud  dengan :

1. Desa adalah  .....

2. Pem erintahan Desa adalah  .....

3. Pem erintah Desa a d a la h ......

4. Badan Perm usyaw aratan Desa yang se lan ju tnya

disingkat BPD a d a la h .....

5. Kepala Desa a d a la h .....

(>..........dan seterusnya.

BAB II

.....  (judul bab)

Pasal .....

(1) .....dan seterusnya.

(2) .....dan  seterusnya.

(3) .....dan  seterusnya :

a ..........dan seterusnya;

b ..........dan seterusnya; dan

c .......... dan se terusnya  :

1 ........dan  seterusnya;

2  ....... dan  seterusnya; dan

3  ....... dan se terusnya  :

a) ..... dan seterusnya;

b) .....dan  seterusnya; dan

c) ..... dan se terusnya  :

1) .....dan  seterusnya;

2) .....dan  seterusnya; dan

3) .....dan  seterusnya.



B A B ..... (dan seterusnya)

.....  (Judul Bab)

Stempel yang 
bersangkutan 
tanpa
menggunakan
lambang

P a s a l .....

m m m m m m m m m m m  m m m m m m m m  m m m m m m  

m m m m m m m  m m rnm m m m m m m  m m m m m  m m m m m m m m  

m m m m m m m m m m  m m m m m m m m m m m m m .

B A B .....

KETENTUANPENUTUP

P a s a l .....

Peraturan  Desa ini mulai berlaku pada  tanggal 

d iundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan Peraturan  Desa ini dengan penem patannya 

dalam  Lem baran D e s a .....  (nama desa).

D itetapkan di D e s a ......(nama desa)

pada ta n g g a l.....

stempel yang KEPALA D E SA .....  (nama desa),
bersangkutan
tanpa tanda tangan
menggunakan
lambang NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

D iundangkan di D e s a .....  (nama desa)

pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA .....  (nama desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA   (nama d esa )'l'AHUN   NOM OR 



B. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

(logo garuda em as)

PERATURAN BERSAMA KEPALA D E S A .....  (nama desa)

DAN KEPALA D E S A .....  (nama desa)

KECAMATAN .... KABUPATEN KARANGANYAR

NOM OR.....TAHUN .......

NOM OR.....TAHUN.......

TENTANG

.....  (judul peraturan bersam a)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA D E S A .....  (nama desa) DAN

KEPALA D E S A .....  (nama desa),

M enimbang

Mengingat

a. b a h w a ......;

b. b a h w a ......;

c. b a h w a ....... dan  seterusnya;

3 ..........d an  seterusnya;

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA .....  (nama desa)

DAN KEPALA DESA .....  (nama desa) TENTANG .....

(nama ju d u l peraturan bersam a kepala d esa  ditulis 

kem bali dan  diakhiri tanda baca titik (.).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  Desa ini yang d im aksud  dengan :

1. D esa a d a la h .....



dan  Kepala

3. Pemerintah Desa ad a lah .....

4 . K e p a la  D e s a  a d a la h  K e p a la  D e s a

D esa.....

5 ......... dan seterusnya.

BAB II

.....  (judul bab)

Bagian Kesatu 

.....  (judul bagian)

Paragraf 1 

.....  (judul paragraf)

P a s a l .....

(1) .....dan  seterusnya.

(2) ..... dan  se terusnya.

(3) .....dan se terusnya :

a ..........dan  seterusnya;

b..........dan se terusnya; dan

c .......... dan se terusnya  :

1 ....... dan seterusnya;

2  .......dan seterusnya; dan

3  .......dan se terusnya  :

n) .....dan se terusnya;

b) .....dan seterusnya; dan

c) .....dan se terusnya  :

1) .....dan seterusnya;

2) .....dan se terusnya; dan

3) .....dan seterusnya.

B A B.....

.....  (judul bab)

P a s a l .....

m m m m m m m m  m m m m m m m m m m  

m m m m m m m m m  m m m m m m m m

m m m m m m m m

m m m m m m m m

m m m m m m m m  m m m m m m m m m m m m m m m m m m  mmm.



BAB

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan) 

P a s a l .....

(1) m m m m m mm m m m mm m m m m m m m m m m m  

m m m m m m  m m m m m m m m m .

(2) m m m m m m m  m m m m m  m m m m m m m m m m

m m m m m m m m m m m .

(3) m m m m m m m  m m m m m  m m m m m m m m m m

m m m m m m m m m m m .

BAB

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l .....

Peraturan B ersam a Kepala Desa ini m ulai berlaku pada  

tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan 

pengundangan Peraturan  B ersam a Kepala Desa ini dengan

penem patannya dalam  Berita Desa .....  (nama desa) dan

Berita D e sa .....(nama desa).

D itetapkan di D e s a ..... (nama desa)

pada tanggal

Stempel yang 
bersangkutan 
tanpa
menggunakan
lambang

KEPALA D ESA .....  (nama desa),
Stempel yang

tanda tangan bersangkutan
tanpa

NAMA (tanpa gelar dan panytea&jmakan
lambang

KEPALA DESA .....  (nama desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan  pangkat)

D iundangkan di D e s a .....  (nama desa), D iundangkan di D e s a .....  (nama desa),

pada ta n g g a l.....  pada ta n g g a l.....

Stempel yang 
bersangkutan 
tanpa
menggunakan
lambang

SEKRETARIS D ESA .....  (narrWedpgyhng SEKRETARIS D E SA ..... (nama desa),
bersangkutan ’■

tanda tangan tanpa tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan p a n g ' f j ^ ^ ^ ™  NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DESA   (nama desa) TAHUN   NOMOR

BERITA D ESA  (nama desa) TAHUN NOMOR



C. PERATURAN KEPALA DESA

(Logo Garuda Emas)

KEPALA D E SA .....  (nama desa)

KECAMATAN .... KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA D E S A .....  (nama desa)

NOM OR.....TAHUN .......

TENTANG

.....  (judul peraturan kepala desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA D E SA .....  (nama desa),

M enimbang : a. bahw a ..

b. bahw a .. • • • y

c. bahw a .. ... dan  seterusnya;

M engingat : 1. .....y

2. .....y

3. ..... dan  se terusnya:

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG .....  (nama judul

peraturan bersam a kepala d esa  ditulis kem bali dan  

diakhiri tanda baca titik (.)).

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  Kepala Desa ini yang d im aksud  dengan :

1. D esa a d a la h .....

2. Pem erin tahan  Desa a d a la h .....

3. Pem erin tah  D esa a d a la h .....



I . Kepala Desa adalah 

3 dan seterusnya;

BAB II

.....  (judul bab)

Bagian Kesatu 

.....  (judul bagian)

Paragraf 1 

.....  (judul paragraf)

P a s a l .....

(1) .....dan  seterusnya.

(2) .....dan  seterusnya.

(3) .....dan se terusnya :

a ..........dan seterusnya;

b ..........dan seterusnya; dan

c .......... dan se terusnya :

1 ....... dan seterusnya;

2  .......dan seterusnya; dan

3  .......dan  se terusnya  :

a) ......dan seterusnya;

b) ......dan se terusnya; dan

c) ......dan se terusnya  :

1) .....dan seterusnya;

2) .....dan seterusnya; dan

3) .....dan seterusnya.

B A B.....

.....  (judul bab)

P a s a l .....

m mm m m mrnm m mm  m m m m m m m m m  m m m m m m  

m m m m m mm  m m m m inm  m m m m m m m m m  m m m m

m mmmmmm.



BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

P a s a l .....

(1) m m m m m m m m m m m m m m m m  m m m m m  mm m m m m m

m m m m m mm  m mm m m m  m m m m m

m m m m m m m m m m m m m  mmm m m m.

(2) m m m m m m m m m  m m  m m m m m  m m m m m m  m m m m  

m mm m m  mmmm.

B A B.....

KETENTUAN PENUTUP

P a s a l .....

Peraturan  Kepala Desa ini m ulai berlaku pada  tanggal

d iundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan  

pengundangan Peraturan  Kepala Desa ini dengan 

penem patannya dalam  Berita D e s a .....(nama desa).

D itetapkan di D e s a ..... (nama desa)

pada ta n g g a l.....

stempelycuu/ KEPALA DESA .....  (nama desa),
bersangkutan
ta n p a  ' tanda tangan
m e n g g u n a k a n
la m b a n g  NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

D iundangkan di D e s a ..... (nama desa)

pada tanggal .....

Stempel yang 
bersangkutan 
tanpa
menggunakan
lambang

SEKRETARIS DESA .....  (rnuna desa),

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA D ESA .....  (nama desa) TAHUN NOMOR



II. BENTUK DAN SUSUNAN KEPUTUSAN 

A. KEPUTUSAN KEPALA DESA

KEPALA D E S A .....  (nama desa)

KECAMATAN .....KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA D E S A .....  (nama desa)

NOM OR.....TAHUN .......

TENTANG

.....  (judul kepu tusan  kepala desa)

KEPALA D E S A .....  (nama desa),

M enimbang

M engingat

a. b a h w a ......;

b. b a h w a ......;

c. b a h w a .......d an  se terusnya;

3 ..........d an  se terusn .ya;

M em perhatikan : a.

c .......... d an  seterusnya;

M enetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

d an  se terusnya, 

dan  se terusnya, 

d an  se terusnya, 

dan  se terusnya.KEEMPAT



KELIMA Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan.

D itetapkan di D e s a ..... (nama desa)

pada tanggal .....

K E PA LA D E SA   (nama desa),

S tem p e l y a n g  

b ers an g ku tan  
ta n p a

m e n g g u n a k a n

la m b u n g

t a n d a  tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

T em busan :

1 ....... dan seterusnya;

2  ....... dan seterusnya;

3  ....... dan seterusnya.



B. K K PUTU SAN BPD

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  (nama desa)

KECAMATAN .....  (nama kecamatan) KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  (nama desa)

NOMOR.....TAHUN .......

TENTANC.

..... (judul keputusan)

BADAN PERMUSYAWARATAN D E SA ...... (nama desa),

M enimbang

Mengingat

a. b a h w a ......;

b. b a h w a ......;

c. b a h w a ....... dan seterusnya;

3 ..........dan  seterusnya;

catatan :

dasar mengingat dapat ditam bah atau dikurangi, dicari peraturan  

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

M enetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

dan  seterusnya, 

dan seterusnya, 

dan seterusnya, 

dan seterusnya.



KELIMA K eputusan Badan Perm usyaw aratan Desa ini m ulai 

berlaku pada tanggal d itetapkan.

D itetapkan di D e s a ..... (nama desa)

pada ta n g g a l.....

KETUA BPD .....  (nama desa),

Stempel gang
bersangkutan tanda tangan 
tanpa
menggunakan
lambang

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

T em busan :

1 ......... dan seterusnya;

2  .........dan seterusnya;

3  .........dan seterusnya.



IV. BENTUK DAN SUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA

DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA 

N o m o r.........................

Pada h ari ini ........  tanggal ......... b u lan  .....  ta h u n  ..... , yang

b ertanda  tan g an  di baw ah ini :

1. Nam a : ..

J a b a ta n  : K etua B adan  Perm usyaw aratan  D e s a .....  (nama desa)

Dalam  hal ini bertindak  u n tu k  dan  a ta s  n am a  B adan  Perm usyaw aratan  

D e s a .....yang b era lam at d i ......., se lan ju tnya  d iseb u t PIHAK KESATU.

2. Nam a : .

J a b a ta n  : Kepala D e s a   (nama desa)

Dalam  hal ini bertindak  u n tu k  dan  a ta s  n am a  Pem erin tah  D esa .....  (nama

desa) yang b era lam at d i ..... , se lan ju tnya  d isebu t PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan  PIHAK KEDUA telah  m elakukan  pem bahasan

.....  yang te lah  d ia jukan  d an  m enyepakati R ancangan ......, a n ta ra  lain

sebagai be riku t :

3  .......dan  seterusnya;

4  .......dan  se terusnya, (apabila yang disepakati lebih dari 1 (satu))

u n tu k  d ite tapkan  m enjadi P e ra tu ran  Desa.

Dem ikian K esepakatan  B ersam a ini d ib u a t u n tu k  d ipergunakan  

sebagaim ana m estinya.

PIHAK KEDUA

........KEPALA D E S A ...... (nama

Stempel yang
bersangkutan tanda  tangan
tanpa
menggunakan 
lambang

NAMA

BUPATI KARANGANYAR, 

ttd

PIHAK KESATU

desa), ...KETUA B P D ......  (nama desa),

/ Stempel yang
bersangkutan tanda  tangan  
tanpa

\ menggunakan 
lambang

NAMA

JULIYATMONO


